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BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang 8. bahwa dalam rangka meningkaLkan kesejahteraan bagi 
Pegawai di lingkungan Pcmerintah Daer'ah Kabupatcn 
Lampung Selatan scsuai dcngan ketentuan Paaal 63 Ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah dan Pasal 39 Pcraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
MenLeri Dalam Negeri Nomor 21 'I'ahun 2011, pcrlu 
memberikan Tambahan Pcnghasilan berdasarkan 
pcrtimbangan objektif kepada Pcgawai di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan ; 

b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan 
pertimbangan objekLif kepada Pcgawai di Lingkungan 
Pemerintah Dacrah Kabupaten Lampung Selatan; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tehun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang. Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah TingkaL II termasuk Kota Praja 
dalam Lingkungan Daerah Tingat 1 Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 'I'ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, 'I'ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara [Lcm baran Ncgara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.	 Vndang-Vndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) scbagaimana 
telah dtubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang­
Vndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarari 
Negara Republik Indonesia Nomor, 4438); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembar-an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4578); 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sebagairnana te1ah diubah bcberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lamptrng Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
sebagairnana telah diubah beberapa kali, ter'akhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 
Tahun 2012 [Lembarari Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lernbaran 
Dacrah Kabupaten Larnpung Sctatan Nornor 23). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASlLAN 
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF KEPADA 
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAB 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal I 

Dalarn Peratur-an	 Bupati in i, yang dimaksud dengan : 
1.	 Daerah adalah Dacrah Kabupaten Larnpung Se1atan. 
2.	 Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pernerintahan Dacrah Kabupaien Lampung Selatan. 
3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Sclatan. 
4.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya distngkat SKPD adalah 

Perangkat Dacrah pada Pemerintah Daerah Kabupatcn Lampung Selatan. 
5.	 Keuangan Daerah adalah scmua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyclenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 



tennasuk didalamnya segala bentuk hak dan kekayaan yang berhubungan 
dengan kewajiban daerah. 

6.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED 
adalah Anggaran Perrdnpatart dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
Sclatan. 

7.	 Kcbijakan Umum Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

8.	 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif adalah 
tunjangan perbaikan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negcri 
Sipil (PNS) dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Se1atan selarna 1 [satu] kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

9.	 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga 
negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan Ncgcri. atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pcmbangunan yang 
bersifat tcknis profcsional dan adrninistrasi seauai dengan kebutuhan dan 
kemampuan organtsasi. 

BAB II
 
KLASIFlKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 

PERTIMBANGAN OBJEKTIF
 

Pasa12 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pcrtimbangan objektif diberikan 
berdasarkan pertimbangan kemanusiaan untuk meringankan beban 
ekonomi akibat dari lonjakan harga bahan pokok sehari-hari. 

(2)	 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (I) diberikan kepada PNS dan Non PNS, 
dikecualikan bagi PNS yang telah mendapatkan Tunjangan Tambahan 
Penghasilan berdasarkan beban kerja. 

(3) PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi : 
a.	 Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV 
b.	 Staf Pelaksana (PNS) dan Non PNS 

BAB III 
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PasaI3 

Dasar pertimbangan pernbcr'ian dan besaran tambahan penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan daerah dan ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. 



BABIV 
PENUTUP 

Pasal4 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan irii aka.n ditetapkan lebih 
lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Larnpung 
Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggaJ 8 ?ul' 2014 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 870'; 2014 
SEKRETARIS DAERAH KABUP EN LAMPUNG SELATAN, 

BUPATI LAMPUNG SE TAN, 

? 
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